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KATA PENGANTAR

Puja Pangastuti Angayubagia kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi
Wasa - Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali Tahun 2022 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban institusi pemerintah/Perangkat
Daerah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan ketika
melaksanakan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), keberhasilan instansi pemerintah
diukur dari kinerja, hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan
anggaran pemerintah, tercermin pada pencapaian sasaran sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan tahun
anggaran tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tahun 2022, disusun dengan menyajikan gambaran
tentang capaian kinerja dalam melaksanakan kewajiban sesuai program dan kegiatan
yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain
sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bali dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada
masyarakat dan di sisi lain merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi acuan dalam
mendukung proses evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bali. Hal tersebut terutama untuk pelaksanaan ke depan agar terdapat
peningkatan efektifitas dan produktivitas kinerja pegawai di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, sehingga dapat
mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Bali, 14 Pebruari 2023
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RINGKASAN EKSEKUTIF I

Dalam upaya mendukung terwujudnya visi Gubernur dan Wakil Gubernur
Bali yang tertuang pada RPJMD Provinsi Bali periode 2018-2023 yaitu : “Nangun
Sat Kerthi Loka Bali” maka ditetapkan 22 (dua puluh dua) Misi dari 22 (dua puluh
dua) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023, maka Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mengacu
pada Misi ke-16 (enam belas) yaitu membangun dan mengembangkan
pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali
dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi dalam arti luas dan Misi ke-22 (dua puluh dua) yaitu mengembangkan
sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan,
akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat,
pasti dan murah.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut, maka Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali melalui
Renstra periode 2018-2023 menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran
strategis yaitu Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bali adalah terwujudnya peningkatan nilai investasi PMA maupun
PMDN dan pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel. Untuk
menjabarkan berbagai hal yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah:

1) Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali
2) Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif,
efisien, transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali disusun berdasarkan kebijakan umum
anggaran Tahun Anggaran 2022, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai
pelaksanaan  akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud
pertanggungjawaban dalam pencapaian misi, tujuan instansi serta dalam rangka

perwujudan good governance.
iv



Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2022 dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki tugas
pokok dan fungsi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Strategis
Tahun 2018-2023.

Berdasarkan pada pengukuran pencapaian kinerja sasaran, capaian kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali,
pencapaian sasaran pertama meningkatnya nilai investas PMA dan PMDN di
Provinsi Bali melalui indikator kinerja utama persentase peningkatan nilai
investasi/penanaman modal di luar sarbagita untuk tahun 2022 belum
tercapai 100%, hal tersebut disebabkan karena investor lebih berminat
menanamkan modalnya di wilayah sarbagita. Untuk pencapaian kinerja
sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat,
efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui indikator kinerja utama
indeks kepuasan masyarakat untuk tahun 2022 sudah tercapai melebihi
target yang direncanakan.

Belanja Langsung Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 19.407.681.922,00
terserap sebesar Rp. 18.036.579.074,00 atau 92,94 %.

Langkah - langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan -

permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut :

1.

Perlu dilakukan upaya - upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis
dalam menyusun dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya
pemerintahan yang akuntabel;

Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi
pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik
dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas

pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).



Secara umum dalam pencapaian sasaran tahun 2022 telah dapat dicapai
walaupun belum 100% khususnya dalam pencapaian target realisasi investasi
sedangkan pencapaian target indeks kepuasan masyarakat sudah tercapai bahkan
melebihi target yang direncanakan. Beberapa penyebab
ketidakberhasilan/kegagalan dan  penurunan kinerja yang dihadapi dalam
pencapaian sasaran tersebut antara lain:

1. Investor lebih berminat menanamkan modalnya di wilyah sarbagita.
2. Belum terwujudnya pemerataan investasi antar wilayah dan antar sektor;
3. Belum memadainya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar

Kabupaten/Kota.

Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pencapaian kinerja
untuk tahun-tahun kedepan adalah :

1. Menambah potensi dan peluang penanaman modal di luar sarbagita.

2.  Mendorong pelaksanaan penanaman modal secara lebih merata antar sektor
dan wilayah di Provinsi Bali berkoordinasi dengan berbagai steakholder;

3. Persebaran penanaman modal melalui pengembangan aksesibilitas investasi
yang memadai pada wilayah-wilayah yang mengalami kelambatan
pertumbuhan ekonomi, menciptakan keterkaitan investasi antar sektor dan
antar wilayah;

4. Konsulidasi dan workshop perencanaan penanaman modal pengembangan
potensi daerah dalam rangka peningkatan investasi;

5. Pengembangan usaha kecil menengah (UKM) dalam meningkatkan investasi;

6. Membentuk Tim Teknis OSS di masing-masing Dinas yang mengeluarkan

rekomendasi terkait penerbitan izin dan non izin.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara,
sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung
jawaban yang tepat dan jelas agar penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih
dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan
bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tahun
2022 diharapkan dapat :

1. Mendorong Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bali Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas dan fungsi
secara baik dan benar yang didasarkan pada Peraturan Perundang-
undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung
jawabkan kepada masyarakat.

2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak
lain yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam

melaksanakan program/kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Tahun 2022, yaitu:

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pengembangan
dan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);



7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali

Tahun 2021 Nomor 56);

1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1
KELOMPOK JABATAN [ I ]
FUNGSIONAL SUB BAGIAN UNIT SUBSTANSI UNIT
PENYUSUNAN PROGRAM, SUBSTANSI
KEPEGAWAIAN EVALUASI DAN KEUANGAN
PELAPORAN
UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI UNIT SUBSTANSI
PENGEMBANGAN PROMOSI PENGENDALIAN PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN | | PELAYANAN PERIZINAN PELAYANAN PENGADUAN,
IKLIM PENANAMAN PENANAMAN PELAKSANAAN DATA DAN DAN NON PERIZINAN A DAN NON PERIZINAN B | | PERIZINAN DAN NON PENYULUHAN
MODAL MODAL PENANAMAN INFORMASI PERIZINAN C DAN
MODAL PENANAMAN PENINGKATAN
MODAL LAYANAN
UNIT SUBSTANSI UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT
DEREGULASI SUBSTANSI SUBSTANSI SUBSTANSI SUBSTANSI SUBSTANSI SUBSTANSI SUBSTANSI
L PENANAMAN - PENGEMBANG | <  PEMANTAUAN | {  vERIFIKASI PELAYANAN  — PELAYANAN [ PELAYANAN  |—| PENGADUAN
MODAL DAERAH AN PROMOSI PELAKSANAAN DAN PERIZINAN PERIZINAN PERIZINAN DAN
PENANAMAN PENANAMAN PENGOLAHAN DAN NON DAN NON DAN NON INFORMASI
MODAL MODAL DATA PERIZINAN A/I PERIZINAN B/I PERIZINAN C/1 LAYANAN
UNIT SUBSTANSI UNIT UNIT
1 PENGEMBANGAN |l_|  suBstansi - sussTans - SU}ESNT‘INSI UNIT ] UNIT UNIT UNIT
POTENSI PAMERAN PEMBINAAN ANAL m‘s SUBSTANSI SUBSTANSI 1 SUBSTANSI | SUBSTANSI
DAERAH DAN SARANA PELAKSANAAN DAN PELAYANAN PELAYANAN PELAYANAN PENYULUHAN
PROMOSI PENANAMAN EVALUASI PERIZINAN PERIZINAN PERIZINAN DAN
PENANAMAN MODAL VAL DAN NON DAN NON DAN NON KONSULTASI
MODAL DATA PERIZINAN A/IT PERIZINAN R/T PERIZINAN C/IT LAYANAN
UNIT SUBSTANSI UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT N
PEMBERDAYAAN || | SUBSTANSI L | SUBSTANSI SUBSTANSI SUBSTANSI SUBSTANSI SUBSTANSI SUBSTANSI
— USAHADAERAH PELAKSANAAN PENGAWASAN — INFORMASI PELAYANAN PELAYANAN | —] PELAYANAN | | PENINGKATAN
PROMOSI PELAKSANAAN DAN PERIZINAN PERIZINAN PERIZINAN DAN
PENANAMAN PENANAMAN PELAPORAN DAN NON DAN NON DAN NON PELAPORAN
MODAL MODAL DATA PERIZINAN A/Il PERIZINAN PERIZINAN
Py P LAYANAN
UPTD DINAS




Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mempunyai Tugas Pokok Dinas yang
mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yaitu
melaksanakan wurusan pemerintahan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi wewenang Provinsi, serta
melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas
pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Dinas dimaksud, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
menyelenggarakan Fungsi Dinas sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;

3. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, ada beberapa hal yang dapat
mempengaruhi, baik yang bersifat internal sebagai faktor pendukung,
kekuatan dan kelemahan yang dalam garis besarnya berkenaan dengan
struktur organisasi, sarana pendukung dan Sumber Daya Manusia maupun
yang bersifat eksternal sebagai peluang dan ancaman yang dikaitkan dengan

perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.



1.4. Isu - isu Strategis

Beberapa hal yang menjadi isu-isu yang sangat strategis yang dapat

dipakai sebagai acuan/landasan dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah :

1. Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor

(diluar Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan).

2. Belum optimalnya sarpras dan SDM pelayanan publik.

Disamping isu-isu strategis yang ada, faktor lingkungan juga sangat

mempengaruhi keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1. Lingkungan Internal

Faktor-faktor lingkungan internal terdiri dari faktor-faktor strategis dari

dalam organisasi itu sendiri :

a.

Kekuatan (Strength)

Faktor-faktor strategis internal yang dapat menjadi sumber kekuatan

antara lain :

1)

)

Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk
meningkatkan penanaman modal.

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai.

Adanya Peraturan Perundang - undangan yang mendukung
kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan.

Adanya Struktur Organisasi yang jelas.

Kelemahan ( Weakneses)

Disamping kekuatan sebagaimana tersebut diatas, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali juga

memiliki kelemahan-kelemahan internal yaitu :

1)
2)
3)

4)

Terbatasnya jumlah dan kompetensi pegawai.

Belum memadainya pemahaman Visi dan Misi oleh pegawai.
Budaya kerja yang masih belum berorientasi hasil (outcome
oriented).

Terbatasnya dukungan dana dari APBD dan APBN.



2. Lingkungan Eksternal

a.

Peluang (Opportunities)

1)

Infrastruktur wilayah yang cukup memadai, sebagai salah satu
destinasi wisata, Bali memiliki infrastruktur wilayah yang
cukup memadai, dibidang prasarana transportasi darat, laut dan
udara.

Terkenalnya nama Bali (sebagai Brand Name), sebagai daerah
tujuan wisata Bali telah berfungsi sebagai jendela dunia bagi
Indonesia, kondisi ini menjadikan Bali sebagai tempat transaksi
jual beli hasil produksi.

Perilaku masyarakat Bali yang kooperatif, yang tidak
diskriminatif terhadap orang lain dengan tidak melihat
perbedaan suku, agama dan asal negara.

Pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada
daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik termasuk
dunia usaha secara profesional.

Mobilitas teknologi informasi, merupakan sarana yang ampuh

untuk membuka cakrawala yang seluas-luasnya.

Ancaman/Tantangan (Threats).

)

Penerapan otonomi daerah, ternyata tidak selalu memberikan
keuntungan bagi daerah. Peraturan yang dibuat secara parsial
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, ternyata menimbulkan
adanya ketidakpastian hukum berinvestasi.

Kurang berminatnya para investor untuk mengajukan
permohonan memperoleh kemudahan berusaha dan insentif
investasi.

Pembangunan wilayah yang tidak seimbang,
antar Kabupaten/Kota di Bali berpotensi menimbulkan

berbagai masalah sosial dan kerusakan lingkungan Bali.



4) Terbatasnya lahan, dimana total wilayah area Bali yang relatif
kecil (5.636,66 KM?) tidak sebanding dengan jumlah penduduk
431 juta jiwa serta sebagian besar kawasan adalah kawasan
marjinal kesuburannya dan kawasan yang dilindungi.

5) Adanya pelimpahan kewenangan yang luas dari Pemerintah
Pusat sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah menggali
sumber-sumber pendapatan daerah secara berlebihan dan
terkadang menimbulkan persaingan antar daerah.

6) Dengan adanya pandemi covid 19 mengakibatkan tidak

tercapainya target investasi yang ditetapkan.

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas
maka strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi
diversifikasi konsentris, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman,
Provinsi Bali masih memiliki kekuatan dari segi internal.

Strategi  diversifikasi  konsentris adalah strategi = dengan
meningkatkan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman
yang muncul. Strategi ini dapat dimiliki oleh daerah yang memiliki kondisi
sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan
investasi daerah yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia
yang handal, tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
serta dukungan mobilitas teknologi informasi dengan landasan hukum
yang kuat maka Visi dan Misi Provinsi Bali akan dapat dicapai.

2. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, pelayanan birokrasi yang baik dengan semangat kerja dan
tingkat profesionalisme tinggi, infrastruktur wilayah yang memadai
ditunjang oleh perilaku masyarakat Bali yang tidak diskriminatif
terhadap pendatang, akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas

Penanaman Modal di Provinsi Bali.



3. Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung kemampuan
pegawai yang handal, mobilitas teknologi informasi serta regulasi
perizinan yang konsisten ditambah oleh adanya pemahaman staf
terhadap Visi dan Misi lembaga akan dapat dicapai adanya peningkatan
pelayanan terhadap publik.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
Babl Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1.4. Isu-Isu Strategis

1.5. Sistematika Penulisan
Bab Il Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis

2.2. Indikator Kinerja Utama

2.3. Perencanaan Kinerja Dalam 5 Tahun

2.4. Perjanjian Kinerja Tahunan (Tahun 2022)
Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

3.2. Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2022
Bab IV Penutup



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam upaya mendukung terwujudnya Visi Gubernur dan Wakil
Gubernur Bali yang tertuang pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali
periode 2018-2023 yaitu : “"Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola
Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru maka ditetapkan 22
(dua puluh dua) Misi dari (22) dua puluh dua Misi Gubernur dan Wakil
Gubernur Bali periode 2018-2023, maka Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mengacu pada Misi ke-16 (enam
belas) yaitu Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian
baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan
memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi dalam arti luas dan Misi ke-22 (dua puluh dua) yaitu
Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif,
terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan

publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

a. Tujuan dan Sasaran
Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut, maka
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
melalui Renstra Perangkat Daerah periode 2018-2023 menetapkan 1 (satu)
Tujuan dan 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu Tujuan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah terwujudnya
peningkatan nilai investasi PMA maupun PMDN dan pelayanan perizinan

yang cepat, transparan dan akuntabel.



Untuk menjabarkan berbagai hal yang ingin dicapai sesuai dengan

tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali adalah :

1) Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali.

2) Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif,

efesien, transparan dan akuntabel.

b. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya

perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai

tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi,

kebijakan, program dan kegiatan yang seperti tertuang berikut ini :

a. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Sasaran Pertama:

1)

Strategi

Strategi  untuk  mencapai sasaran  pertama adalah

mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali.

Kebijakan

Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran pertama adalah

memperkuat dukungan kebijakan dibidang investasi.

Program

Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan

kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran pertama sebagai

berikut :

a) Program pengembangan iklim penanaman modal

b) Program promosi penanaman modal

c¢) Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman
modal

d) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
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b. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Sasaran Kedua:

1) Strategi
Strategi untuk mencapai sasaran kedua adalah membangun
sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar
instansi lembaga pemerintah daerah.

2) Kebijakan
Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran kedua adalah
pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efesien,
efektif dan transparan.

3) Program
Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan
kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran kedua sebagai
berikut:
a. Program pelayanan penanaman modal

b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan sasaran kinerja tujuan/sasaran strategis Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali seperti yang telah
diuraikan diatas, maka untuk mengukur keberhasilan (Outcome) dalam
mencapai masing-masing dari sasaran strategis, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan Indikator Kinerja
Utama (IKU) dari masing-masing sasaran tersebut yang dapat dilihat pada
tabel berikut :
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NO KINERJA UTAMA ATAU
TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN (ALASAN) PENANGGUNG SUMBER DATA
STRATEGIS/ HASIL UTAMA /FORMULA JAWAB
(OUTCOME)

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya nilai | Persentase peningkatan | Nilai investasi di luar | Kepala Dinas | Kementerian
investasi PMA dan | nilai investasi/ penanaman | sarbagita dibagi nilai total | Penanaman  Modal | investasi/BKPM
PMDN di Provinsi Bali modal di luar sarbagita investasi Provinsi Bali | dan Pelayanan | RI, NSWI (National

dikali 100 Terpadu Satu Pintu | Single Window For
Provinsi Bali Invesment)

2 Meningkatnya pelayanan | Indeks kepuasan | Total nilai persepsi per | Kepala Dinas | Kuisioner yang
perizinan dan | masyarakat unsur dibagi total unsur | Penanaman  Modal | diisi oleh pemohon
nonperizinan yang cepat, terisi dikali nilai | dan Pelayanan | izin
efektif, efisien, perimbang. Terpadu Satu Pintu
transparan dan Provinsi Bali
akuntabel

2.3. PERENCANAAN KINERJA DALAM 5 TAHUN

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam rangka mencapai sasaran kinerja dalam

5 (lima) Tahun Anggaran dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dapat

NO TUUAN SASARAN INDIKATOR SATU TARGET PER TAHUN
KINERJAUTAMA | AN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | Terwujudnya | Meningkatnya Persentase nilai % 19,11 - - - -
peningkatan nilai investasi investasi
nilai investasi | PMA dan PMDN
PMA maupun | di Provinsi Bali
PMDN dan . : .
pelayanan Nilai investasi Triliun - 15,21 15,56 - -
perizinan yang
cepat, Persentase % - - - 14 18
transparan dan peningkatan nilai
akuntabel investasi/ penana
man modal di
luar sarbagita
Meningkatnya Indeks Kepuasan Skor 86 - - 87,5 88
pelayanan Masyarakat
perizinan dan
nonperizinan
yang cepat,
efektif, efesien, Indeks Skor | - | 865 | 87 | - -
transparan dan .
akuntabel pelgy.anan publik
perizinan dan
nonperizinan
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2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2022)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Bali menyusun Dokumen Penetapan Kinerja tentang target kinerja yang ingin

dicapai sesuai dengan sasaran strategi yang mengacu pada Rencana Strategis

(Renstra), sebagaimana tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN UTAMA SATUAN | TARGET
1 2 3 4 5
1. | Meningkatnya nilai investasi Persentase peningkatan nilai % 14
PMA dan PMDN di Provinsi investasi/ penanaman modal
Bali di luar sarbagita
2. | Meningkatnya pelayanan Indeks kepuasan masyarakat Skor 87,5
perizinan dan nonperizinan
yang cepat, efektif, efesien,
transparan dan akuntabel.
Program Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran
1.  Pengembangan iklim Penetapan pemberian

penanaman modal

fasilitas/insentif di bidang
penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah provinsi

-Penetapan kebijakan daerah Rp. 84.523.746,00
dalam pemberian
fasilitas/insentif dan
kemudahan penanaman modal

Pembuatan peta potensi investasi
provinsi

-Penyediaan peta potensi dan Rp. 365.556.570,00
peluang usaha provinsi
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2.

3.

Promosi penanaman modal

Pengendalian pelaksanaan
penanaman modal

Pengelolaan data dan sistem
informasi penanaman modal

Pelayanan penanaman
modal

Penyelenggaraan promosi
penanaman modal yang
menjadi kewenangan daerah
provinsi

- Penyusunan strategi promosi
penanaman modal Rp. 168.678.196,00
kewenangan provinsi

- Pelaksanaan kegiatan promosi  Rp. 289.348.790,00
penanaman modal
kewenangan provinsi

Pengendalian pelaksanaan
penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah provinsi

- Koordinasi dan sinkronisasi
pembinaan pelaksanaan
penanaman modal

- Koordinasi dan sinkronisasi Rp. 137.649.000,00
pengawasan pelaksanaan
penanaman modal

Rp. 655.191.792,00

Urusan pengelolaan data dan
informasi perizinan dan non
perizinan penanaman modal
yang terintegrasi pada tingkat
daerah provinsi

-Pengolahan, penyajian dan
pemanfaatan data dan Rp. 178.381.096,00
informasi perizinan dan non
perizinan berbasis sistem
pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik

Penanaman modal yang
menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan menjadi
kewenangan daerah provinsi

-Pemantauan pemenuhan

komitmen perizinan dan non Rp. 820.783.972,00
perizinan penanaman modal
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-Penyediaan layanan konsultasi
dan pengelolaan pengaduan
masyarakat terhadap pelayanan
terpadu perizinan dan non
perizinan

Melihat tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Tercapainya sasaran meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di

Provinsi Bali, dapat diukur dengan indikator kinerja persentase

peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita, cara

pencapaian sasaran ini dengan menetapkan:

a.

Program pengembangan iklim penanaman modal dengan kegiatan,

sub kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

e Kegiatan: penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang
penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

- Sub kegiatan: penetapan kebijakan daerah dalam pemberian
fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, jumlah
anggaran Rp. 84.523.746,00

*Kegiatan: pembuatan peta potensi investasi provinsi.
- Sub kegiatan: penyediaan peta potensi dan peluang usaha
provinsi, jumlah anggaran Rp. 365.556.570,00
Program promosi penanaman modal dengan kegiatan, sub kegiatan
dan anggaran sebagai berikut :
*Kegiatan: penyelenggaraan promosi penanaman modal yang
menjadi kewenangan daerah provinsi.

- Sub kegiatan: penyusunan strategi promosi penanaman modal
kewenangan provinsi, jumlah anggaran Rp. 168.678.196,00

- Sub kegiatan: pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal

kewenangan provinsi, jumlah anggaran Rp. 289.348.790,00
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c. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan
kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
e Kegiatan: pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang
menjadi kewenangan daerah provinsi.
- Sub kegiatan: koordinasi dan sinkronisasi pembinaan
pelaksanaan ~ penanaman  modal,  jumlah  anggaran
Rp. 655.191.792,00
- Sub kegiatan: koordinasi dan sinkronisasi pengawasan
pelaksanaan ~ penanaman  modal,  jumlah  anggaran
Rp. 137.649.000,00
d. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
dengan kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sebagai berikut:
e Kegiatan: urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan
non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada Tingkat
Daerah Provinsi.
- Sub kegiatan: pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data
dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik,

jumlah anggaran Rp. 178.381.096,00

2. Tercapainya sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan non
perizinan yang cepat, efekif, efisien, transparan dan akuntabel dapat
diukur dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat. Cara
pencapaian sasaran ini dengan menetapkan :

a. Program pelayanan penanaman modal dengan kegiatan, sub kegiatan
dan anggaran sebagai berikut :

e Kegiatan: penanaman modal yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah

provinsi.

16



- Sub kegiatan: pemantauan pemenuhan komitmen perizinan
dan non perizinan penanaman modal, jumlah anggaran
Rp. 820.783.972,00

- Sub kegiatan: penyediaan layanan konsultasi dan
pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
terpadu perizinan dan non perizinan, jumlah anggaran

Rp. 106.488.166,00
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam wupaya memberi pertanggungjawaban terhadap tingkat
pencapaian kinerja, berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, yang
kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tahun 2022.
Pertanggungjawaban dimaksud pada prinsipnya terdiri dari beberapa indikator
kinerja dan mekanisme kegiatan, sub kegiatan, pengukuran atau penilaian atas
pelaporan kinerja secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau
kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Kepala

Daerah.

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak saja berisi tingkat
keberhasilan atau kegagalan yang tercermin dari perolehan masing-masing
indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan
dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan
keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2022 dilakukan dengan
beberapa cara yaitu :

1. Membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah
ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2022 dengan

realisasinya.
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Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Bali Tahun 2022 untuk setiap indikator kinerja yang

telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada
masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
SASARAN KINERJA INDIKATOR
NO TUJUAN TUJUAN/SASARAN KINERJA SATUAN TARGET | REALISASI
STRATEGIS UTAMA
1 2 3 4 5 6 7
1. Terwujudnya 1.1. Meningkatnya nilai Persentase % 14 10,24
peningkatan nilai investasi PMA dan | peningkatan nilai
investasi PMA PMDN di Provinsi investasi/penana
maupun PMDN dan Bali man modal di luar
pelayanan perizinan sarbagita
yang cepat,
transparan dan
akuntabel.
1.2. Meningkatnya Indeks kepuasan Skore 87,5 93,68
pelayanan perizinan | masyarakat
dan  nonperizinan
yang cepat, efektif,
efisien, transparan
dan akuntabel
Dalam mewujudkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali yaitu “Terwujudnya

peningkatan nilai investasi PMA maupun PMDN dan pelayanan

perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel” ditetapkanlah sasaran

strategis sebagai berikut :

a. Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali

dengan indikator kinerja utama (IKU) Persentase peningkatan nilai

investasi/penanaman modal di luar sarbagita. Tahun 2022, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

menargetkan peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar

sarbagita sebesar 14%, dengan realisasi sebesar 10,24 %.
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b. Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat,

efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja

utama (IKU) Indeks kepuasan masyarakat. Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menargetkan skore

Indeks kepuasan masyarakat sebesar 87,5 (skore), realisasi sebesar

93,68 (skore).

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya

2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran

sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja

dari indikator kinerja utama dengan sasaran meningkatnya nilai investasi

PMA dan PMDN di Provinsi Bali tahun 2022 mengalami peningkatan jika

dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dan 2021, namun mengalami

penurunan dibandingkan capaian tahun 2018 dan 2019 sedangkan untuk

indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat untuk capaian

tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang

dapat dilihat pada tabel berikut:

CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN
SASARAN INDIKATOR TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022
NO TUJUAN KINERJA SAT
STRATEGIS
UTAMA TARGET REALI TARGET REALI TARGET REALI TARGET REALI TARGET REALI
sl s SASI SASI SASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Terwujudnya 1.1. Meningkatnya Persentase  nilai % 30,06 33,98 19,11 17,72
peningkatan nilai nilai investasi investasi
investasi PMA PMA dan
maupun PMDN PMDN di
dan pelayanan Provinsi Bali
perizinan yang . R .
cepat, transparan Nilai investasi Triliy 15,21 9,66 15,56 8,27
dan akuntabel un
Persentase
peningkatan nilai % 14 1024
investasi/penana ’
man modal di
luar sarbagita
1.2.. Meningkatnya Indeks Kepuasan | Skore 86 86,02 86 86,429 87,5 93,68
pelayanan Masyarakat
perizinan dan | (IKM)
nonperizinan
yang cepat, Indeks pelayanan Skore 86,5 92,986 87 92,554
efektif, efisien, | publik perizinan
transparan dan dan nonperizinan
akuntabel

20




3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan

Strategis (Renstra).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran

sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja

dari indikator kinerja utama tahun 2022 sudah sesuai dengan target

kinerja yang ditargetkan dalam Renstra, sebagaimana tergambar dalam

tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target jangka menengah

CAPAIAN TAHUN | TARGET RENSTRA
INDIKATOR 2022 TAHUN 2022
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS KINERJA SAT
UTAMA REALI REALI
TARGET SASI TARGET SASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Terwujudnya 1.1. Meningkatnya nilai Persentase % 14 10,24 14 10,24
peningkatan investasi PMA dan peningkatan
nilai investasi PMDN di Provinsi nilai
PMA maupun Bali investasi/penan
PMDN dan aman modal di
pelayanan luar sarbagita
perizinan yang
cepat, R
transparan dan 1.2. Meningkatnya . Indeks kepuasan | skore 87,5 93,68 87,5 93,68
akuntabel pelayanan perizinan | masyarakat
dan nonperizinan
yang cepat, efektif,
efisien, transparan
dan akuntabel

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Secara umum dalam pencapaian sasaran tahun 2022 telah dapat dicapai

walaupun belum 100%, khususnya dalam pencapaian target persentase

peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita sedangkan

pencapaian target indeks kepuasan masyarakat tercapai melebihi target yang

direncanakan. Berikut analisis keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian

tujuan dan sasaran serta solusi atau upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun kedepan, disampaikan

dalam bentuk tabel berikut:
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Tabel 4.1. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No Tujuan/ Indikator 2022 Analisis Solusi yang
Sasaran Kinerja Keberhasilan/ dilakukan
Strategis Target | Realisasi | Capaian Kegagalan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 | Meningkatnya | Persentase 14 % 10,24% | (44,78)% | Karena investor Menambah
nilai investasi | peningkatan lebih berminat potensi dan
PMA dan nilai menanamkan peluang
PMDN di investasi/ modalnya di penanaman
Provinsi Bali penanaman wilayah sarbagita | modal di luar

modal di (Denpasar, sarbagita
luar Badung, Gianyar
sarbagita dan Tabanan)

2 | Meningkatnya | Indeks 87,5 93,68 107,06% | Nilai IKM Untuk lebih
pelayanan kepuasan (skore) | (skore) mengalami meningkatkan
perizinan dan | masyarakat peningkatan dari | nilai IKM,
nonperizinan target yang ada, maka
yang cepat, karena pelaksana | pelaksana

efektif, efisien,
transparan dan
akuntabel

pelayanan sudah
dapat
memberikan
kepuasan dari
responden yang
mencari izin

pelayanan agar
selalu
konsisten
memberikan
pelayanan
yang terbaik
sesuai dengan
standar yang
ada
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5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja sasaran dihitung dengan cara membandingkan antara

rencana kinerja dengan realisasi daripada aspek input, output dan outcome.

Evaluasi kinerja ini diharapkan dapat mencerminkan sejauh mana tingkat

efisiensi, efektifitas dalam pencapaian sasaran atas program, kegiatan dan sub

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Tabel 5.1. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Tujuan dan
Sasaran

Tujuan/
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Anggaran

Target

Realisasi

Capaian

%

Anggaran
(Rp)

Realisasi

Capaian

%

Tingkat
Efisiensi

Meningkatnya
nilai investasi
PMA dan
PMDN di

Provinsi Bali

14%

10,24 %

(44,78)%

450.080.316

432.125.663

96,01

102,14%

Meningkatnya
pelayanan
perizinan dan
non perizinan
yang cepat,
efektif, efisien,
transparan dan
akuntabel

87,5

(skore)

93,68

107,06

927.272.138

908.212.765

97,94

99,09%

mewujudkan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya nilai investasi PMA

Berdasarkan

tabel

5.1 diatas,

dapat

dijelaskan bahwa

untuk

dan PMDN di Provinsi Bali yang didukung langsung oleh program

pengembangan iklim penanaman modal yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan

2 (dua) sub kegiatan dengan capaian kinerja (44,78)% dan capaian anggaran

96,01 %.

Sedangkan untuk mewujudkan pencapaian kinerja

Sasaran

meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif,

efisien, transparan dan akuntabel yang didukung langsung oleh program




pelayanan penanaman modal yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua)
sub kegiatan dengan capaian kinerja 107,06% dan capaian anggaran 97,94 %.
Jadi tingkat efisiensi pencapaian kinerja dan anggaran pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali diukur dari

pencapaian Indikator Kinerja Utama sebesar 98,31 %.

6. Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja
Analisis Kinerja didasarkan atas hasil pengukuran kinerja atas
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam suatu sasaran
strategis yang diharapkan. Sasaran kinerja strategis tidak dapat dicapai jika
tidak didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang
benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut dan untuk mendukung
pencapaian sasaran strategis yang ingin diwujudkan, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan program,
kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
a) Sasaran strategis 1 : Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di
Provinsi Bali. Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator
outcome persentase peningkatan nilai investasi/ penanaman modal di luar

sarbagita, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Utama Target | Realisasi | Capaian
1. | Persentase peningkatan nilai 14% 10,24% (44,78)%
investasi/penanaman modal di luar
sarbagita

Capaian kinerja yang tampak pada tabel diatas dihitung dengan formula

pengukuran sebagai berikut:

. . Nilai investasi di luar sarbagita
Realisasi = —— - - - .g - X 100
Nilai total investasi Provinsi Bali
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Sehingga berdasarkan formula pengukuran tersebut realisasi nilai

investasi sebesar:

1.274.671.658.428
12.452.950.367.961

Realisasi = x 100 = 10,24%

Dan untuk menghitung capaian dapat dihitung dengan formula

pengukuran:

Realisasi investasi tahun evaluasi—Realisasi investasi tahun sebelumnya y 100

Capaian =
p Realisasi investasi tahun sebelumnya

Sehingga berdasarkan formula pengukuran tersebut capaian dapat

dihitung:

Capaian = 1.274.671.658.428 —2.308.528.823.226 x 100 = (44,78) %
2.308.528.823.226

Tingkat capaian indikator kinerja nilai investasi tahun 2022 adalah
(44,78) %. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan 14% dengan realisasi
sebesar 10,24%. Faktor penyebab tidak tercapai target, karena investor
lebih berminat menanamkan modalnya di wilayah sarbagita.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran “Meningkatnya nilai
investasi PMA dan PMDN di Provinsi Bali”, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan :

1. Program pengembangan iklim penanaman modal dengan kegiatan

dan sub kegiatan sebagai berikut :

* Kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang
penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi,

sub kegiatannya:
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a.

Penetapan kebijakan daerah dalam pemberian
fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, jumlah
anggaran sebesar Rp. 84.523.746,00 (delapan puluh empat juta
lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam

rupiah).

Pembuatan peta potensi investasi provinsi dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 365.556.570,00 (tiga ratus enam puluh
lima juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh

puluh rupiah).

DI PROVINSI BALI FROVINSI BALIL
20002

Kegiatan pembuatan peta potensi investasi provinsi dengan
target kinerja yang dihasilkan dalam tahun 2022 vyaitu
2 dokumen. Dokumen yang dihasilkan berupa Kajian
kelayakan investasi dan kajian peta usaha daerah Provinsi Bali
yang merupakan dokumen pemetaan potensi dan peluang
investasi yang potensial di setiap Kabupaten/Kota di
Provinsi Bali.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut
adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2022. Secara

keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan

sebagai berikut:

- Anggaran : Rp. 450.080.316,00

- Realisasi Fisik : 100%

- Realisasi Anggaran : Rp. 432.125.663,00 (96,01%)
- Sisa Anggaran : Rp. 17.954.653,00 (3,99%)
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2. Program promosi penanaman modal dengan kegiatan dan sub
kegiatan sebagai berikut:
* Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang

menjadi kewenangan daerah provinsi, sub kegiatan:

a. Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan
provinsi, jumlah anggaran sebesar Rp.168.678.196,00
(seratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh

delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

KAJIAN PELUANG DAN PENGEMBANGAN I
i) PENANAMAN MODAL B

PADA KEGIATAN PENYELUNGGARAA™N PROMOST PIINANAMAN
MODAL YANG MUEDNIADD KEEOWENASNGAN IFHOVIENSL SUB KEGENTAN
PRENAYTIRUNAN STRATEG PROMOST PENANAMASN MOINDALL
ETIWTINANGAN PROVINGL DINAS PIINANAMAN MODAL DAN

PLELAYASNAN FERPALLU SATLU PINTU PHOVINSL BALLY |

MIKAIFCEPRONORN FPENARANMAS MEIDAL RERASINAN LANCAN
- UTANDICRATT) KAV DI SEANILAN KARUPATENACOTA DT PROVINST -
san)

Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal Tahun
Anggaran 2022, bekerjasama dengan lembaga penelitian dan
pengembangan kepada masyarakat Universitas Hindu (LPPM
UNHI), menyusun kajian peluang dan pengembangan
penanaman modal. Untuk monitoring ke Kabupaten/Kota
terkait penyusunan strategi promosi penanaman modal
kerajinan tangan (Handicraft) berbahan kayu dilaksanakan di 9
(sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
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b. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan
provinsi, jumlah anggaran sebesar Rp.289.348.790,00

(dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh

delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Pelaksanaan promosi penanaman modal dengan melakukan
pendampingan pembuatan video potensi investasi daerah, yang
dilaksanakan dibeberapa lokasi salah satunya lokasi Pertenunan
Sari Jepun di Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten

Badung pada tanggal 27 Juni 2022.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut
adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2022. Secara

keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai

berikut:

- Anggaran : Rp. 458.026.986,00

- Realisasi Fisik : 100%

- Realisasi Anggaran : Rp. 427.125.693,00 (93,25%)
- Sisa Anggaran : Rp. 30.901.296,00 (6,75%)
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3. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan
kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
» Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang

menjadi kewenangan daerah provinsi, sub kegiatan:

a. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman
modal, jumlah anggaran sebesar Rp. 655.191.792,00 (enam ratus
lima puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus

sembilan puluh dua rupiah). Salah satu kegiatan yang

dilaksanakan melakukan bimbingan teknis terkait LKPM dan
sistem OSS di Hotel Puri Ayu pada tanggal 12 Mei 2022.

b. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan
penanaman modal, jumlah anggaran sebesar Rp. 137.649.000,00
(seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan
ribu rupiah). Salah satu kegiatan yang dilaksanakan
melaksanakan pengawasan penanaman modal ke PT. Bali Wine

Store pada tanggal 25 Oktober 2022.
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Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut
adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2022. Secara

keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai

berikut:
- Anggaran : Rp. 792.840.792,00
- Realisasi Fisik 99,96 %
- Realisasi Anggaran : Rp. 741.402.792,00 ( 93,51 %)
- Sisa Anggaran : Rp. 51.438.000,00 ( 6,49%)

Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal,
kegiatan urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non
perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah
Provinsi, sub kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data
dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, jumlah anggaran
sebesar Rp. 178.381.096,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga
ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah).
Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2022,
melakukan monitoring perizinan dan non perizinan penanaman

modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi ke SMK Aska
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Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah

bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2022. Secara keseluruhan

pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut:

Anggaran : Rp. 178.381.096,00

Realisasi Fisik :94,11%

Realisasi Anggaran  : Rp. 150.165.621,00 ( 84,18%)
Sisa Anggaran : Rp. 28.215.475,00 ( 15,82%)

b. Sasaran strategis 2: meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan

yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel. Sasaran tersebut

diukur pencapaiannya dengan indikator outcome Indeks kepuasan

masyarakat, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No

Indikator Kinerja Utama Target | Realisasi | Capaian

1.

Indeks kepuasan masyarakat 87,5 93,68 107,06 %

Capaian kinerja pada tabel diatas dapat dihitung dengan formula

pengukuran sebagai berikut:

Realisasi = x nilai perimbang

Total nilai persepsi per unsur

Total unsur terisi

Berdasarkan formula pengukuran diatas realisasi dapat dihitung:

Realisasi =

29,978
8

* 25 = 93,68

31



Sedangkan untuk menghitung capaian dapat dihitung dengan formula

pengukuran sebagai berikut :

. realisasi
Capaian = x 100
Target

Berdasarkan formula pengukuran diatas capaian dapat dihitung :

Capaian = % x 100 = 107,06%

Tingkat capaian indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat
tahun 2022 adalah 107,06%. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan
87,5 (skore) dengan realisasi 93,68 (skore). Survey IKM dilaksanakan dari
bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022, dengan
jumlah responden sebanyak 355 orang. Dari jumlah tersebut karakteristik
responden berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah perempuan
dengan jumlah 184 orang (51,8%), karakteristik responden berdasarkan
pendidikan terakhir terbesar adalah S1, S2 keatas dengan jumlah 231
orang (65,1%). Kemudian karakteristik responden berdasarkan pekerjaan
utama terbanyak adalah wiraswasta/usahawan dengan jumlah 213 orang
(60%). Kedua karakteristik terakhir responden erat kaitannya dengan
jenis izin yang dicari terbesar adalah konsultasi OSS sebanyak 355 orang
(100%).

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Nilai Nilai Interval Mutu Kinerja
Persepsi Interval Konversi Pelayanan Unit
IKM IKM Pelayanan
1 1,00 - 2,5996 25,00 - 64,99 D Tidak Baik
2 2,60 - 3,0640 65,00 - 76,60 C Kurang Baik
3 3,0641 - 3,532 76,61 - 88,30 B Baik
4 3,5324 - 4,00 88,31 - 100,00 A Sangat Baik
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Dengan nilai IKM (Nilai Interval Konversi IKM) sebesar 93,68
sampai dengan bulan Desember 2022, apabila kita lihat tabel tersebut di
atas, maka dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan
pada Dinas PMPTSP Provinsi Bali adalah “Sangat Baik” (A).

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran “meningkatnya kualitas
pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efesien,
transparan dan akuntabel”, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali menetapkan:

1. Program pelayanan penanaman modal dengan kegiatan dan sub
kegiatan sebagai berikut:

* Kegiatan penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi, sub

kegiatan:

a. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non
perizinan penanaman modal, jumlah anggaran sebesar
Rp. 820.783.972,00 (delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus
delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)
salah satu kegiatan yang dilaksanakan melakukan pemantauan

pemenuhan komitmen izin Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi

Konsumen Artha Mandiri di Kabupaten Gianyar pada tanggal
29 September 2022.

33



b. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan
masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non
perizinan, jumlah anggaran sebesar Rp. 106.488.166,00 (seratus

enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus

enam puluh enam rupiah).

Terkait penyediaan layanan konsultasi telah dilaksanakan
layanan konsultasi penyuluhan tentang pelaksanaan proses
penerbitan izin melalui OSS RBA dan e-perizinan, salah satunya
ke PT. Mitra Bali Sukses dan untuk pengelolaan pengaduan
sudah disosialisasikan tata cara melakukan pengaduan terkait
permasalahan perizinan melalui lapor.go.id dan layanan tatap
muka di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut
adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2022. Secara

keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai

berikut:

- Anggaran : Rp. 927.272.138,00

- Realisasi Fisik 199,76 %

- Realisasi Anggaran : Rp. 908.212.765,00 (97,94%)
- Sisa Anggaran : Rp. 19.059.373,00 (2,06%)
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Tabel 6.1 Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Menunjang
Pencapaian Kinerja
No | Tujuan/Sasaran Indikator Capaian Program/Kegiatan Indikator Kinerja Capaian | Menunjang/
Strategis Kinerja % dan Sub Kegiatan % Tidak
Menunjang
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Meningkatnya Persentase (44,78) Program Persentase (44,78) Menunjang
nilai investasi peningkatan pengembangan peningkatan nilai
PMA dan nilai iklim penanaman investasi/penanam
PMDN di investasi/pena modal an modal di luar
Provinsi Bali naman modal sarbagita
di luar
sarbagita
Kegiatan Tersedianya 100
penetapan produk hukum
pemberian daerah
fasilitas/insentif di
bidang
penanaman modal
yang menjadi
kewenangan
daerah provinsi
Sub kegiatan Jumlah produk 100
penetapan hukum daerah
kebijakan daerah yang disusun
dalam pemberian
fasilitas/insentif
dan kemudahan
penanaman modal
Kegiatan Jumlah kajian peta 100
pembuatan peta potensi dan
potensi investasi peluang investasi
provinsi berbasis jenis
usaha
Sub kegiatan Jumlah peta 100
penyediaan peta potensi dan MOU
potensi dan antar perusahaan
peluang usaha
provinsi
Program promosi Persentase 25 Menunjang
penanaman modal | investor yang
mengajukan
permohonan
penanaman modal
di Provinsi Bali
Kegiatan Jumlah dokumen 120
penyelenggaraan publikasi promosi
promosi penanaman modal
penanaman modal
yang menjadi
kewenangan
daerah provinsi
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Sub kegiatan Jumlah dokumen 100
penyusunan kebijakan yang
strategi promosi menjadi acuan
penanaman modal | dalam
kewenangan pengembangan
provinsi promosi
penanaman modal
pelaksanaan Jumlah 400
kegiatan promosi pelaksanaan
penanaman modal | promosi
kewenangan penanaman modal
promosi
Program Persentase 100 Menunjang
pengendalian pemahaman
pelaksanaan penanam modal
penanaman modal | terhadap
peraturan
pelaksanaan
penanaman modal
Kegiatan Persentase 100
pengendalian peningkatan
pelaksanaan pemenuhan
penanaman modal | komitmen
yang menjadi penanaman modal
kewenangan
daerah provinsi
Sub kegiatan Jumlah penanam 235,26
koordinasi dan modal yang
sinkronisasi memahami
pembinaan peraturan
pelaksanaan perundang-
penanaman modal | undangan
Koordinasi dan Jumlah penanam 109
sinkronisasi modal yang
pengawasan mematuhi
pelaksanaan kewajiban dan
penanaman modal | tanggung jawab
penanaman modal
Program Persentase data 100 Menunjang
pengelolaan data informasi
dan sistem penanaman modal
informasi yang terpenuhi
penanaman modal | sesuai kebutuhan
Kegiatan: Urusan Jumlah data dan 100

pengelolaan data
dan informasi
perizinan dan non
perizinan
penanaman modal
yang terintegrasi
pada tingkat
daerah provinsi

informasi
perizinan dan non
perizinan
penanaman modal
yang terintegrasi
pada tingkat
daerah provinsi
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Sub kegiatan: Jumlah dokumen 100
pengolahan, realisasi
penyajian dan penanaman modal
pemanfaatan data | di Provinsi Bali
dan informasi
perizinan dan non
perizinan berbasis
sistem pelayanan
perizinan berusaha
terintegrasi secara
elektronik
Meningkatnya Indeks 107,06 Program Indeks kepuasan 107,06 Menunjang
pelayanan kepuasan pelayanan masyarakat
perizinan dan masyarakat penanaman modal
non perizinan
yang cepat,
efektif, efisien,
transparan dan
akuntabel
Kegiatan: Persentase jenis 100
Penanaman modal | izin dan non izin
yang menurut yang dilayani
ketentuan sesuai
peraturan kewenangan
perundang- provinsi
undangan menjadi
kewenangan
daerah provinsi
Sub kegiatan: Jumlah 71
pemantauan pelaksanaan
pemenuhan pemantauan
komitmen pemenuhan
perizinan dan non komitmen
perizinan perizinan dan non
penanaman modal | perizinan
penanaman modal
Penyediaan Persentase 100
layanan konsultasi | pengaduan,
dan pengelolaan penyuluhan dan
pengaduan pemantauan
masyarakat pelayanan
terhadap perizinan dan non

pelayanan terpadu
perizinan dan non
perizinan

perizinan yang
ditangani
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3.2. RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Rencana anggaran yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya tahun 2022 terlihat sebagaimana tabel berikut :

No

Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian %

Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

Kegiatan: administrasi keuangan perangkat daerah

Su

b Kegiatan :

Penyediaan gaji dan

tunjangan ASN

13.475.311.409

12.391.435.310

91,96

Ke

giatan: administrasi kepegawaia

n perangkat daerah

Su

b Kegiatan:

Pendidikan dan pelatihan
pegawai berdasarkan tugas
dan fungsi

85.200.200

83.164.000

97,61

Ke

giatan: administrasi umum perangkat daerah

Su

b Kegiatan :

Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

18.638.850

18.519.666

99,36

Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor

41.177.845

38.078.808

92,47

Penyediaan bahan logistik
kantor

61.466.990

61.313.000

99,75

Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan

16.231.600

13.616.731

83,89

Penyelenggaraan rapat
koordinasi dan konsultasi
SKPD

53.880.000

41.217.619

76,50

Kegiatan: pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Su

b Kegiatan:

Pengadaan sarana dan
prasarana gedung kantor
atau bangunan lainnya

599.187.500

581.755.990

97,09

Ke

giatan: penyediaan jasa penunja

ng urusan pemerintahan d

aerah

Su

b Kegiatan :

Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik

178.000.000

118.780.267

66,73
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- | Penyediaan jasa pelayanan
umum kantor

1.155.728.960

1.137.827.352

98,45

Kegiatan: pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan :

- | Penyediaan jasa
pemeliharaan, biaya
pemeliharaan dan pajak
kendaraan perorangan dinas
atau kendaraan dinas jabatan

784.372.240

763.692.813

97,36

- | Pemeliharaan peralatan dan
mesin lainnya

131.885.000

128.144.984

97,16

Program pengembangan iklim penanaman modal

Kegiatan: Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi

kewenangan daerah provinsi

Sub Kegiatan :

- | Penetapan kebijakan daerah
dalam pemberian
fasilitas/insentif dan
kemudahan penanaman
modal

84.523.746

82.879.636

98,05

Kegiatan: Pembuatan peta potensi investasi provinsi

Sub Kegiatan:

- | Penyediaan peta potensi dan
peluang usaha provinsi

365.556.570

349.246.027

95,54

Program promosi penanaman modal

Kegiatan: Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi

Sub Kegiatan :

- | Penyusunan strategi promosi 168.678.196 157.610.208 93,44
penanaman modal
kewenangan provinsi

- | Pelaksanaan kegiatan 289.348.790 269.515.485 93,15

promosi penanaman modal
kewenangan provinsi

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi

Sub Kegiatan :

- | Koordinasi dan sinkronisasi 655.191.792 627.386.792 95,76
pembinaan pelaksanaan
penanaman modal

- | Koordinasi dan sinkronisasi 137.649.000 114.016.000 82,83

pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
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Program pelayanan penanaman modal

Kegiatan: Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi

kewenangan daerah provinsi

Sub Kegiatan :

- | Pemantauan pemenuhan 820.783.972 804.592.738 98,03
komitmen perizinan dan
nonperizinan penanaman
modal

- | Penyediaan layanan 106.488.166 103.620.027 97,31

konsultasi dan pengelolaan
pengaduan masyarakat
terhadap pelayanan terpadu
perizinan dan non perizinan

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan: Urusan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal
yang terintergrasi pada tingkat daerah provinsi

Sub Kegiatan:

- | Pengolahan, penyajian dan
pemanfaatan data dan
informasi perizinan dan non
perizinan berbasis sistem
pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara
elektronik

178.381.096

150.165.621

84,18

Dari Anggaran Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sebesar Rp. 19.407.681.922,00 terserap
sebesar Rp. 18.036.579.074,00 atau 92,94% dengan Persentase Realisasi Fisik

sebesar 99,93%. Sedangkan estimasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali untuk 2 tahun ke depan

diproyeksikan sebagai berikut :

Tahun Alokasi Anggaran
No Keterangan
Anggaran
Induk Perubahan
1 2023 19.651.527.160 -
2 2024 20.921.439.871 -
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali disusun berdasarkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja
instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi
dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah wuntuk memberikan
gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan perangkat daerah
sebagai penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang mengindikasikan
tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai
dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun
2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki tugas
pokok dan fungsi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Perubahan
Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023.

2. Berdasarkan pada pengukuran pencapaian kinerja sasaran, capaian
kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali, pencapaian sasaran pertama meningkatnya nilai investasi
PMA dan PMDN di Provinsi Bali melalui indikator kinerja utama
persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar
sarbagita untuk tahun 2022 belum tercapai 100%, hal tersebut disebabkan
karena investor lebih berminat menanamkan modalnya di wilayah
sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan). Untuk pencapaian

kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan
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nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel
melalui indikator kinerja utama indeks kepuasan masyarakat untuk tahun
2022 sudah tercapai melebihi target yang direncanakan.

3. Belanja Langsung Tahun 2022 sebesar Rp. 19.407.681.922,00 terserap
sebesar Rp. 18.036.579.074,00 atau 92,94% dengan persentase realisasi
fisik 99,93 %.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat dirumuskan hal-hal

sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan
teknis dalam menyusun dokumen kinerja untuk mempercepat

terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;

2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP agar tercipta
kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran
Pemerintah Provinsi Bali, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan

monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini diharapkan
dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja,
penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan

dan sub kegiatan, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
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RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

TAHUN 2018 - 2023

Tujuan Sasaran/capaian Program Target Kegiatan
Kebijakan Program Ket
Uraian Indikator Tujuan Target Uraian Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Uraian Indikator Kinerja Keluaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 [Terwujudnya - Persentase nilai - Meningkatnya nilai | - Persentase nilai 19,11% - N/A N/A N/A [Mendorong - Pengembang | - Pemetaan peluang - Dokumen usulan
peningkatan nilai investasi investasi baik PMA investasi investasi PMA an iklim dan potensi investasi lapangan/bidang usaha
investasi baik PMA maupun PMDN di dan PMDN yang investasi dan penanaman modal
maupun PMDN dan Provinsi Bali berbudaya lokal realisasi Provinsi Bali
peningkatan investasi
pelayanan perizinan
yang cepat,
transparan dan
akuntabel - Sinkronisasi informasi | - Dokumen investasi
realisasi investasi yang disusun
- Pemberdayaan usaha | - Jumlah MOU antara
daerah di bidang UMKM, BUMDes dan
penanaman modal Investor
- Analisa implementasi | - Jumlah data untuk
peraturan perundang- bahan analisis
undangan
- Nilai investasi 77827 - Nilai investasi - 1521 T N/A N/A N/A - Pengembang | - Pemetaan peluang - Dokumen usulan
an investasi dan potensi investasi lapangan/ bidang

Sinkronisasi informasi
realisasi investasi

Pemberdayaan usaha
daerah di bidang
penanaman modal

Analisa implementasi
peraturan perundang-
undangan

usaha penanaman
modal Provinsi Bali

Dokumen investasi
yang disusun

Jumlah MOU antara
UMKM, BUMDes dan
Investor

Jumlah Peraturan-
Peraturan yang
disusun




Tujuan Sasaran/capaian Program Target Kegiatan
Kebijakan Program Ket
Uraian Indikator Tujuan Target Uraian Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Uraian Indikator Kinerja Keluaran
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
- Persentase 100% - Persentase investor | 13,43% | 15,27% N/A N/A N/A - Pengembang | - Pemasaran potensi - Jumlah iklan promosi
investor yang yang mengajukan an promosi penanaman modal investasi
mengajukan permohonan penanaman sektor primer,
permohonan penanaman modal di modal sekunder dan tersier
penanaman modal Provinsi Bali
di Provinsi Bali
- Penyediaan sarana - Jumlah sarana dan
dan prasarana prasarana pemasaran
pemasaran penanaman modal
penanaman modal dalam kondisi baik dan
siap pakai
- Forum komunikasi - Persentase sebaran
pemasaran penanaman modal
penanaman modal antar wilayah
- Persentase 92% Meningkatnya - Persentase 88% 89% N/A N/A N/A" |Menciptakan - Pengendalian| - Pemantauan LKPM - Jumlah penanam
pemahaman kualitas pelayanan pemahaman pelayanan publik pelaksanaan pelaksanaan modal yang
penanam modal perizinan dan non penanam modal yang prima, penanaman penanaman modal menyampaikan LKPM
terhadap peraturan perizinan yang terhadap peraturan transparan dan modal tepat waktu dan benar
pelaksanaan cepat, efektif, pelaksanaan akuntabel

penanaman modal

efisien, transparan
dan akuntabel

penanaman modal

Edukasi di bidang
penanaman modal

Pengawasan
penanaman modal

Jumlah penanam
modal yang memahami
peraturan perundang-
undangan

Jumlah penanam
modal yang mematuhi
kewajiban dan
tanggung jawab
penanaman modal




Tujuan Sasaran/capaian Program Target Kegiatan
Kebijakan Program Ket
Uraian Indikator Tujuan Target Uraian Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Uraian Indikator Kinerja Keluaran
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- Persentase izin 100% - Persentase izin yang | 100% 100% N/A N/A N/A - Peningkatan | - Sinkronisasi, - Jumlah izin dan non
yang diterbitkan diterbitkan kualitas implementasi dan izin yang diselesaikan
berdasarkan berdasarkan pelayanan pemantauan izin dan tepat waktu di sektor
permohonan permohonan perizinan dan non izin di sektor A1 A1
non perizinan
A
- Sinkronisasi, - Jumlah izin dan non
implementasi dan izin yang diselesaikan
pemantauan izin dan tepat waktu di sektor
non izin di sektor A2 A2
- Sinkronisasi, - Jumlah izin dan non
implementasi dan izin yang diselesaikan
pemantauan izin dan tepat waktu di sektor
non izin di sektor A3 A3
- Persentase izin 100% - Persentase izin yang | 100% 100% N/A N/A N/A - Peningkatan | - Sinkronisasi, - Jumlah izin dan non

yang diterbitkan
berdasarkan
permohonan

diterbitkan
berdasarkan
permohonan

kualitas
pelayanan
perizinan dan
non perizinan
B

implementasi dan
pemantauan izin dan
non izin di sektor B1

Sinkronisasi,
implementasi dan
pemantauan izin dan
non izin di sektor B2

- Sinkronisasi,
implementasi dan
pemantauan izin dan
non izin di sektor B3

izin yang diselesaikan
tepat waktu di sektor
B1

Jumlah izin dan non
izin yang diselesaikan
tepat waktu di sektor
B2

- Jumlah izin dan non
izin yang diselesaikan
tepat waktu di sektor
B3




Tujuan Sasaran/capaian Program Target Kegiatan
Kebijakan Program Ket
Uraian Indikator Tujuan Target Uraian Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Uraian Indikator Kinerja Keluaran
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
- Indeks Kepuasan - Indeks Kepuasan 86 - N/A N/A N/A - Peningkatan | - Pelayanan perizinan | - Jumlah pengaduan
Masyarakat (IKM) Masyarakat (IKM) pelayanan dan non perizinan yang ditangani
pengaduan melalui penanganan
perizinan dan pengaduan
non perizinan
- Penyebarluasan - Jumlah informasi
informasi pelayanan pelayanan perizinan
perizinan dan non dan non perizinan
perizinan
- Pemantauan - Jumlah izin dan non
pelayanan perizinan perizinan yang
dan non perizinan terpantau secara
secara elektronik elektronik
- Indeks pelayanan 88,5 - Indeks pelayanan - 86,5 N/A N/A N/A - Peningkatan | - Pelayanan perizinan | - Jumlah pengaduan
publik perizinan (skore) publik perizinan dan kualitas dan non perizinan yang ditangani
dan non perizinan non perizinan pelayanan melalui penanganan
perizinan dan |  pengaduan
non perizinan
- Penyebarluasan - Jumlah informasi
informasi pelayanan pelayanan perizinan
perizinan dan non dan non perizinan
perizinan
- Pemantauan - Jumlah izin dan non
pelayanan perizinan perizinan yang
dan non perizinan terpantau secara
secara elektronik elektronik
- Nilai laporan - Nilai laporan kinerja 95% - N/A N/A N/A - Peningkatan | - Penyediaan jasa - Jasa komunikasi,
kinerja instansi instansi pemerintah akuntabilitas komunikasi, sumber sumber daya air dan
pemerintah (LK|LP) (LKjIP) capaian daya air dan listrik listrik
kinerja
- Nilai evaluasi 100% - Nilai evaluasi - 86,2 N/A N/A N/A - Penyediaan alat tulis | - Jumlah alat tulis yang

manajemen kinerja

manajemen kinerja

kantor

tersedia




Tujuan Sasaran/capaian Program Target Kegiatan
- Kebijakan Program Ket
Uraian Indikator Tujuan Target Uraian Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Uraian Indikator Kinerja Keluaran
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan

Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor

Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan

Penyediaan makanan
dan minuman

Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
dan dalam daerah

Upacara keagamaan

Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor

Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor

Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas

- Jumlah barang cetakan

dan penggandaan

Jumlah komponen
instalasi
listrik/penerangan

- Jumlah bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan

- Jumlah makanan dan
minuman untuk
keperluan rapat dan
tamu

- Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar dan
dalam daerah

- Jumlah upacara
agama

Jumlah pengadaan
perlengkapan gedung
kantor

Jumlah gedung kantor
yang dipelihara secara
rutin/berkala

Jumlah kendaraan
dinas yang dipelihara
secara rutin/berkala




Tujuan Sasaran/capaian Program Target Kegiatan
- Kebijakan Program Ket
Uraian Indikator Tujuan Target Uraian Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Uraian Indikator Kinerja Keluaran
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- Pemeliharaan - Jumlah perlengkapan
rutin/berkala gedung kantor yang
perlengkapan gedung dipelihara secara
kantor rutin/berkala
- Penyusunan, - Jumlah dokumen
perencanaan dan perencanaan dan
pelaporan capaian pelaporan kinerja
kinerja
- Penerapan ISO - Jumlah dokumen ISO
9001:2015 9001:2015
- Konstruksi gedung - Jumlah gedung kantor
kantor
- Pengawasan - Jumlah dokumen
konstruksi
- Pengawasan interior | - Jumlah dokumen
dan mebeuler
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023 SESUAI PERMENDAGRI NO 9 TAHUN 2019
Ket.
Tujuan Sasaran/capaian Program Target Kegiatan Sub. Kegiatan ¢
Kebijakan Program et Kiner
Uraian Indikator Tujuan | Target Uraian Indikator 2019 | 2000 | 2021 | 2022 | 2023 Uraian Indikator Kinerja Kegiatan Uraian “Sijbalfergi;'t‘:ga
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Terwujudnya Meningkatnya nilai Nilai Investasi N/A N/A 15,56 T - - Mengembangkan - Pengembang | - Penetapan pemberian | - Tersedianya produk  Penetapan Jumlah produk
peningkatan nilai investasi PMA dan pemerataan an Iklim fasilitas/insentif hukum daerah kebijakan daerah |hukum daerah
investasi PMA PMDN di Provinsi pertumbuhan Penanaman dibidang penanaman dalam pemberian |yang disusun
maupun PMDN dan Bali ekonomi melalui Modal modal yang menjadi fasilitas/insentif
pelayanan perizinan peningkatan kewenangan daerah dan kemudahan
yang cepat, investasi baik Provinsi penanaman
transparan dan PMA maupun modal
akuntabel PMDN terutama
di wilayah luar
sarbagita




Ket.

Tujuan Sasaran/capaian Program Target Kegiatan Sub. Kegiatan
Kebijakan Program - —
Uraian Indikator Tujuan | Target Uraian Indikator 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Uraian Indikator Kinerja Kegiatan | Uraian '”g;‘;}a};’ergﬁ't‘:ga
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah peraturan
daerah/provinsi
dalam pemberian
fasilitas/insentif
dan kemudahan
penanaman modal
- Persentase 18% Persentase N/A N/A - 14% 18% - Pembuatan peta - Jumlah peluang dan  |Penyediaan peta |Jumlah peta
peningkatan nilai peningkatan nilai potensi investasi potensi investasi serta |potensi dan potensi dan Mou
investasi investasi/ provinsi jumlah kerjasama antar|peluang usaha  |antar perusahaan
/penanaman modal penanaman modal di perusahaan Provinsi
di luar sarbagita luar sarbagita
- Jumlah kajian peta Jumlah peta
potensi dan peluang potensi investasi
investasi berbasis jenis dan peluang usaha
usaha provinsi
Persentase investor |N/A N/A 18,3% - - Promosi - Penyelenggaraan - Jumlah informasi Penyusunan Jumlah laporan
yang mengajukan Penanaman promosi penanaman peluang penanaman  [strategi promosi  |hasil
permohonan Modal modal yang menjadi modal penanaman pengembangan
penanaman modal di kewenangan daerah modal potensi investasi
Provinsi Bali Provinsi kewenangan sebagai acuan
Provinsi kebijakan strategi

Jumlah dokumen
publikasi promosi
penanaman modal

daerah

Jumlah dokumen
kebijakan yang
menjadi acuan
dalam
pengembangan
promosi
penanaman modal




Ket.

Tujuan Sasaran/capaian Program Target Kegiatan Sub. Kegiatan
Kebijakan Program - —
Uraian Indikator Tujuan | Target Uraian Indikator 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Uraian Indikator Kinerja Kegiatan | Uraian '"Sdl'kaa}(";g}f'a't‘:ga
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah peraturan
daerah yang
mengatur promosi
penanaman modal
provinsi
- Persentase N/A N/A - 22,66% | 30,34% Pelaksanaan Jumlah
peningkatan investor kegiatan promosi [palaksanaan
yang mengajukan penanaman promosi
permohonan modal penanaman modal
penanaman modal di kewenangan
Provinsi Bali Provinsi
Jumlah dokumen
hasil kegiatan
promosi
penanaman modal
provinsi
- Persentase data N/A N/A 100% 100% 100% - Pengelolaan | - Urusan pengelolaan | - Jumlah data dan Pengolahan, Jumlah dokumen
informasi penanaman data dan data dan informasi informasi perizinan dan |penyajian dan realisasi
modal yang terpenuhi sistem perizinan dan non perizinan pemanfaatan data [penanaman modal
sesuai kebutuhan informasi nonperizinan penanaman modal dan informasi di Provinsi Bali
penanaman penanaman modal yang terintegrasi pada |perizinan dan
modal yang terintegrasi pada [  tingkat daerah provinsi |nonperizinan
tingkat daerah berbasis sistem
Provinsi pelayanan
perizinan
berusaha
terintegrasi

secara elektronik




Ket.

Tujuan Sasaran/capaian Program Target Kegiatan Sub. Kegiatan
Kebijakan Program - —
Uraian Indikator Tujuan | Target Uraian Indikator 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Uraian Indikator Kinerja Kegiatan | Uraian '"S“L:a}(";g}f'a't‘zga
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah data dan
informasi perizinan
dan non perizinan
berbasis sistem
pelayanan
perizinan berusaha
terintegrasi secara
elektronik yang
diolah, dikaji dan
dimanfaatkan
- Persentase N/A N/A 90% 91% 92% - Pengendalian| - Pengendalian - Persentase Koordinasi dan  [Jumlah penanam
pemahaman pelaksanaan pelaksanaan peningkatan sinkronisasi modal yang
penanam modal penanaman penanaman modal pemenuhan komitmen |pemantuan menyampaikan
terhadap peraturan modal yang menjadi penanaman modal pelaksanaan LKPM tepat waktu
pelaksanaan kewenangan daerah penanaman dan benar
penanaman modal Provinsi modal

Jumlah kegiatan
usaha dari pelaku
usaha yang
melakukan
koordinasi dan
sinkronisasi
pemantauan
pelaksanaan
penanaman modal




Ket.

Tujuan Sasaran/capaian Program Target Kegiatan Sub. Kegiatan
Kebijakan Program - —
Uraian Indikator Tujuan | Target Uraian Indikator 2019 | 200 | 2021 | 2022 | 2023 Uraian Indikator Kinerja Kegiatan | Uraian '”Sdl'kaa}("gg*f'a't‘:ga

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Koordinasi dan  [Jumlah penanam

sinkronisasi modal yang

pembinaan memahami

pelaksanaan peraturan

penanaman perundang-

modal undangan

Koordinasi dan
sinkronisasi
pengawasan
pelaksanaan
penanaman
modal

Jumlah pelaku
usaha yang
mendapatkan
pembinaan
pelaksanaan
penanaman modal

Jumlah penanam
modal yang
mematuhi
kewajiban dan
tanggung jawab
penanaman modal

Jumlah kegiatan
usaha dari pelaku
usaha yang
melakukan
koordinasi dan
sinkronisasi
pengawasan




Ket.

Tujuan Sasaran/capaian Program Target Kegiatan Sub. Kegiatan
Kebijakan Program - —
Uraian Indikator Tujuan | Target Uraian Indikator 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Uraian Indikator Kinerja Kegiatan | Uraian '"S“L:a}(";g}f'a't‘zga
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Meningkatnya - Indeks pelayanan N/A N/A 87 - - Pengembangan | - Pelayanan - Penanaman modal - Persentase jenis izin  |Penyediaan Jumlah jenis izin
pelayanan perizinan publik perizinan dan sektor pelayanan penanaman yang menurut dan non izin yang pelayanan dan non izin yang
dan non perizinan nonperizinan publik yang modal ketentuan peraturan dilayani sesuai terpadu perizinan |dilayani secara
yang cepat, efektif, terintegrasi antar perundang-undangan kewenangan Provinsi  |dan nonperizinan |elektronik
efisien, transparan instansi menjadi kewenangan berbasis sistem
dan akuntabel pemerintah daerah Provinsi pelayanan
perizinan
berusaha
terintegrasi
secara elektronik
- Indeks kepuasan | 88 (skore) - Indeks kepuasan N/A N/A - 87,5 88 Pemantauan Jumlah
masyarakat masyarakat pemenuhan pelaksanaan
komitmen pemantauan
perizinan dan pemenuhan
nonperizinan komitmen
penanaman perizinan dan
modal nonperizinan

penanaman modal

Jumlah kegiatan
usaha dari pelaku
usaha yang
terfasilitasi
pemantauan
pemenuhan
komitmen
perizinan berusaha
dan non perizinan
penanaman modal
kewenangan
daerah provinsi




Ket.

Tujuan Sasaran/capaian Program Target Kegiatan Sub. Kegiatan
Kebijakan Program - —
Uraian Indikator Tujuan | Target Uraian Indikator 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Uraian Indikator Kinerja Kegiatan | Uraian '"Sdl'kaa}(";g}f'a't‘:ga
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penyediaan Persentase
layanan pengaduan,
konsultasi dan penyuluhan dan
pengelolaan pemantauan
pengaduan pelayanan
masyarakat perizinan dan non
terhadap perizinan yang
pelayanan ditangani
terpadu perizinan
dan nonperizinan
Jumlah orang yang
mendapatkan
layanan konsultasi
dan pengelolaan
pengaduan
masyarakat
terhadap
pelayanan terpadu
perizinan dan non
perizinan
kewenangan
daerah provinsi
Nilai evaluasi N/A N/A 86,3 77 78 - Penunjang - Perencanaan, - Jumlah dokumen Penyusunan Jenis dokumen
manajemen kinerja urusan penganggaran dan perencanaan dan dokumen perencanaan yang
pemerintahan|  evaluasi kinerja pelaporan kinerja perencanaan disusun
daerah perangkat daerah perangkat daerah
Provinsi
Koordinasi dan  [Jumlah RKA yang
penyusunan sudah diinput ke
dokumen RKA-  [dalam SIPD
SKPD




Ket.

Tujuan Sasaran/capaian Program Target Kegiatan Sub. Kegiatan
Kebijakan Program - —
Uraian Indikator Tujuan | Target Uraian Indikator 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Uraian Indikator Kinerja Kegiatan | Uraian '"S“L“l)a:("gg*f'a't‘zga
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- Administrasi keuangan| - Jumlah dokumen Penyediaan gaji |Jumlah data yang
perangkat daerah administrasi keuangan |dan tunjangan dikumpulkan dan
ASN diperiksa terkait
pengelolaan gaji
Jenis dokumen
administrasi
keuangan
Jumlah orang yang
menerima gaji dan
tunjangan ASN
Pelaksanaan Jumlah dokumen
penatausahaan |data pengeluaran
dan kinerja
penguijian/verifika
si keuangan
SKPD

Koordinasi dan
penyusunan
laporan keuangan
akhir tahun SKPD

Pengelolaan dan
penyiapan bahan
tanggapan
pemeriksaan

Jumlah data/bahan
keuangan yang
dikumpulkan dan
transaksi
keuangan yang
dijurnal di SIPD

Jumlah bahan
yang diklasifikasi
dan diperiksa
untuk penyusunan
laporan keuangan




Ket.

Tujuan Sasaran/capaian Program Target Kegiatan Sub. Kegiatan
Kebijakan Program - —
Uraian Indikator Tujuan | Target Uraian Indikator 2019 | 200 | 2021 | 2022 | 2023 Uraian Indikator Kinerja Kegiatan | Uraian '”Sdl'kaa}("gg*f'a't‘:ga
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- Administrasi umum - Persentase layanan  |Penyediaan Jumlah jenis
perangkat daerah administrasi umum komponen komponen
perangkat daerah instalasi instalasi listrik/
listrik/penerangan [penerangan

bangunan kantor

Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor

Jenis komponen
instalasi
listrik/penerangan

Jumlah paket
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
yang disediakan

Jumlah pengadaan
ATK sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku dan
tepat waktu

Jumlah ATK dan
peralatan
komputer, laptop,
printer sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku dan
tepat waktu




Tujuan

Sasaran/capaian Program

Target

Uraian

Indikator Tujuan

Target

Uraian Indikator

2019

2020

2021

2022

2023

Kebijakan

Program

Kegiatan

Sub. Kegiatan

Uraian

Indikator Kinerja Kegiatan

Uraian

Indikator Kinerja
Sub Kegiatan

Ket.

2

3

5 6

12

13

14

15

16

17

Penyediaan

bahan logistik

kantor

Penyediaan

Jumlah paket
peralatan dan
perlengkapan
kantor yang
disediakan

Jumlah jenis
bahan logistik
kantor

Jumlah paket
bahan logistik
kantor yang
disediakan

Jumlah barang

barang cetakan [cetakan dan
dan penggandaan |penggandaan

sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku dan tepat
waktu

Jumlah barang
cetakan dan
penggandaan ,
fotocopy sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku dan
tepat waktu

Jumlah paket
barang cetakan
dan penggandaan
yang disediakan




Ket.

Tujuan Sasaran/capaian Program Target Kegiatan Sub. Kegiatan
Kebijakan Program indikator Kinari
Uraian Indikator Tujuan | Target Uraian Indikator 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Uraian Indikator Kinerja Kegiatan Uraian "Sijbalfggi'a't‘:;’a
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penyediaan Jumlah bahan

bahan bacaan
dan peraturan
perundang-
undangan

Fasilitasi
kunjungan tamu

Penyelenggaraan
rapat koordinasi
dan konsultasi
SKPD

bacaan yang
disediakan sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku dan
tepat waktu

Jumlah
penyediaan
makanan dan
minuman rapat
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku dan tepat
waktu

Jumlah
penyediaan
makanan dan
minuman rapat
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku dan tepat
waktu

Jumlah
penyediaan
makanan dan
minuman rapat
dan jumlah
perjalanan dinas
keluar daerah
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku dan tepat
waktu




Ket.

Tujuan Sasaran/capaian Program Target Kegiatan Sub. Kegiatan
Kebijakan Program - —
Uraian Indikator Tujuan | Target Uraian Indikator 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Uraian Indikator Kinerja Kegiatan | Uraian '“Sdl'kaagg*f;:ga
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah laporan
penyelenggaraan
rapat koordinasi
dan konsultasi
SKPD
- Pengadaan barang - Jumlah barang milik  |Pengadaan Jumlah jenis
milik daerah daerah yang diadakan |sarana dan pengadaan
penunjang urusan prasarana perlengkapan

pemerintah daerah

- Penyediaan jasa
penunjang urusan
pemerintahan daerah

- Jumlah jasa penunjang
urusan pemerintah
daerah

gedung kantor  [gedung

atau bangunan

lainnya

Penyediaan

surat menyurat

Penyediaan
komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

kantor

jasa  [Jumlah

10.000

jasa [Jumlah

Jumlah jenis
pengadaan
perlengkapan

Jumlah unit sarana
dan prasarana
gedung kantor
atau bangunan
lainnya yang
disediakan

ketersediaan
benda pos materai

Jumlah laporan
penyediaan jasa
surat menyurat

penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik




Ket.

Tujuan Sasaran/capaian Program Target Kegiatan Sub. Kegiatan
Kebijakan Program indikator Kinari
Uraian Indikator Tujuan | Target Uraian Indikator 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Uraian Indikator Kinerja Kegiatan Uraian "Sijbalfggi'a't‘:;’a
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

- Pemeliharaan barang
milik daerah
penunjang urusan
pemerintahan daerah

- Jumlah barang milik
daerah yang dipelihara

Jumlah laporan
penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik yang
disediakan

Penyediaan jasa |Jumlah jenis
pelayanan umum [pengadaan

kantor

perlengkapan
gedung

Jumlah laporan
penyediaan jasa
pelayanan umum
kantor yang
disediakan

Penyediaan jasa [Jumlah kendaraan

pemeliharaan,

biaya

pemeliharaan dan
pajak kendaraan
perorangan dinas
atau kendaraan
dinas jabatan

yang dipelihara
roda 4 dan roda 2

Jumlah kendaraan
perorangan dinas
atau kendaraan
dinas jabatan yang
dipelihara dan
diabayarkan
pajaknya




Ket.

Tujuan Sasaran/capaian Program Target Kegiatan Sub. Kegiatan
Kebijakan Program dikator Kinar
Uraian Indikator Tujuan | Target Uraian Indikator 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Uraian Indikator Kinerja Kegiaten |~ Uraian "Sijbal("ggi'a't’:;’a
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18

Pemeliharaan
peralatan dan

Jumlah peralatan
mesin yang

mesin lainnya dipelihara

Jumlah peralatan
dan mesin lainnya
yang dipelihara




RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2022
Dines Penaraman Mocal den Palayarat Tempaiu Satu Pintu Prewiasi Seli
Sasaranicapalan Program Kegiatan Sub Aegistan | Anggaran (Rp)
U e 3 Program " Indikator Kirarjs Indiseear Kinatja Sob | Target
.Llraan Indikatzr 4 Targel Lraian Kedistan Targed Lirglan g gal:]r.- /
2 7 . f s 5 B = H ] 3 r] . i1 11 12
- Meningsatya nilal - Pertarisss 14% - Fangembangzn iklim Faratapan pamberign | - Tersedlanya 2dnokumen  Paagdzpan kebiakan  |Jumiah oroduk 2 dokumer B 52ET4G
investasi P44 dan peningkatan rilai ferangman modal Te=ditasinsantf pradis kukum deaireh delam Akl gaerah vang
FUADH i Prowvingi Ball © fvestasipeiaiaman ditidang peranaran raersh permberiat disusiin
e di liar modal yann menjedi Tasiitasinszntf dan
sarhita kewrenanpan daaran kzmugahan
prowing penanaman rodal
Parrbiatan peta o Jurrdal kaian peta | S dokumen |Pervediaan aek Jumlgh peta |:u:-12-15'i | 3 dekaren HEEE.5TT
poEnS] invesiss poters dan aatensi dan pelyarg  |dan MOU e
Frovinsi PeUarg Imsstdei ugaba provns nersRhagh
barbasis janis
L5ENA
Tarsantase 7266% |- Promos aenanaman | - Penyolrgparaan - Jamlak dokumar | B dakumen [Pepyusunan stategi |Jumien dokumen 2 dakumen 188,674 195
peringkatan imvestar el PearE’ genansman puldikasi pramesi proeasi penanamen  kobijakan pang
YN Mengaukan mada vang merad pENznaman mada mosal kewenands  |meqjadi acnar galam
pErTnnannAn Agwanzngan caerah prouinsi pergembanga
penznaTan rodal & prowing prarrosi penanaman
Prowvins Sali mmial
Pelarsanasn keglatar |Jursah pelskasnsan | 1 kal 233,345 700
promosi paranarrar  Ipremasi penanaman
rada czwenancan | ol
provins
- Farsentase data a0 - Fergeiolsar data dav | - Uregan pengelolasn | - dumlah detz dan Jdokemen | Penpalahan, penvajian | Juriah cokumen 5 dokurren 178 364 006
INEATISE pananaman siglam afornasi data dan informesi infanrasl serizinan dan pamarfzatan dez jrerisasi peaanaman
mzda vang 2renihi penaramen rzdal peizinan dan non dan N parizinar canirsarmes persaen | moesl dl PFrovng Sali
gesua’ sebuiLhen PEAZINGN FENETaTanN peratanan macal dan nar perizinan
madal vang yang enntegras nerhasle sizism
teimtegras pads pada tingkat pEayanan perizinan
tingkat dacezh provingi | daerah provinsi berusaha edategras
secara ekekionik




Anggarar (Ra) |

Sasaranicapalan Prograim dagiatzn Suh. Kegiatsn
. = b Prageam Inclicetor Kineqa | . indikatoe Kinega Sub | Terpet
Ursian Inl;'.iks*tl:- Targat i Uraan egisten Targat Urgiar Keqistan | e
Z =3 i 5 13 7 B ] 1 T %
= Persentaee B1% - Pengeadalian « Pengendakan - Persentase 1% Kasrdnasi dan Jurlah penanam 524 BHE. 01 TE2
pEMENETAN paaarars peiaksaraan pelaksanasn peningkatan sinkronizasl mecal yang Penisahaan
rrogal barhadap pENE1aTEr Tadsl panzngrnan mads perranihan pEmbiTeE maEmahamy peraira
paraluran yeno meryac komytmer pelasenagn perLndang-Ladasne:n
pelskaenam kewenangan daerah peratEman macal peraranan rrodsl
penangman medal Frowvirs
Kacrdinasl dan Jurdak penanam 100 T B oy
sinronisas rmodal yang Preugahaan
pengEwasan mzmathi kedaiban
pElaksanaan Jan tanggurg jadeh
panznzrman macs peranzman modal
Wenlngkainya Ircers Kepuasan | 67,8 (aeoce) | - Pelayanan Perareman moda | - Persenizse janis 0% |Permantausn |Jumish pelsksanaan | aon BN TR
Pelayansn perizian Yasyarakat SerEngETAn nodal YEAE Manun lzin clan non izi pemenuban korEmen |pemantacan PETA
dan non panzitan kabtarduar persiuran yang diayan parizinar dan Ipermenthan
yang cepal, efekif perindang-undangar sasual nonperzingn komilmiza parizinan
gfizien, fransparan dan menizdi kewenaniga kavarargan peEnanamzn mdal Can ren perizinan
akuniabed dazrah Provingl Frovins! | PENETETAaN mogal
Fenyediaan lavanan  |Ferserizse 1008 27066
kansultzel dan pengaduan,
pergailaen penyulukan dan
pengaduan permentauan
masyarzkaterhedan | palayanan pedzinan
pefavanan epadu fan ren perlzinan
perizinan gar nan ¥ang dizngari
. pariznan
Eai, B Api 2022
KERALA Jikaz,

e
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PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAK MODAL DAN PELAYANAN TERFADU SATU PINTU

Jalan Reva Puputan - Niti Mardala Eenon - Denpasar 80235
Tain (03061 243804 Fax, (361 256905

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TEEPADL SATL PINTU PROVING] BAL

MOROR 0607 31841/ DISPRME T
TIENTANG

IMIHEATOR KINERJA UTAMA
[F LINCHKUNGAN THNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
S AT PINTL PROVINST BALL

KERALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATL PINTU PROVENST BALL

Menimbarig . hahwa dalsn rangka melaksanakan leetenizan Pasal 3
dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendavagunaat
Aparatur Megara Mormor PR G M.PAN /5 2007 tentang
vedoman Umum Penetapan indikater hinerja Dtams cl
Lingkungan Instans Pameriniah, perla  menetaplan
Indileator  Rinetja  Ulama  Jdi Lingkungan Diras
Benanaman Modal dan Pelavanan Terpardu Satu Fintu
Provinst Eali.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nemor 64 Tahun JO%8 tenkang
Pembentukan  Daerah-dzerah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenpgara Barat dan Nusa Tenggara Timur [Lembaran
Megara Republik indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambaban  Lembaran Megara Republik  Indonesia
MNomar 16459}

Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 fentang
Fenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dan
wornpsl, Kolusi den MNepotisme {Lemmbaran Megara
Republik  Indomesia - Tahun 1944 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz
Warmor 3831,

7. Undang-lUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerniahan Daerah [Lembaran Negara Republik
indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, ‘Tambahan
Lembaran Negara Republile Indonesia Nomaor 5587
sebapaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2013
tenlang  Perubahan Kedua  Alas Undang-Uindang
Notmos 23 Tahun 2014 tentang Pemesintahan Dacrah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indomesia Nomor 5672);



Menetapkan

KESATL

Y

(3%

Feraturan Pemenntah Nomor & Tahun 1988 lentang
koordinasi Kegialan Instansi Vertikal i Daerah
[Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1925
Nomor 10, Tambahan Lembaran NWegara Republik
Indonesia Nomor 3373k

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengclolaon  Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republlk Indonesia  Tahum 2019 Nomor 492,
Tambahan Lembaran Negara Republik  [ndonesia
Nomeor 63225:

Peraturan:  Mentenn  Dalam  Negeri  Nomor 13
Tahunr 2006 teniang Pedoman Pengelolaan Kenangan
Daerah sebagaimana (elah divbah dengan Peraturan
dMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahup 2007 tentang
VYerulmhan Atas Peraturan Menter Dalam  Negeri
Nornor 13 Tahun 2006 tenfang Pedoman Pengeinlaan
Reuangan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 201 1 Nomor 310]:

Peraturan Daerah Provinsl Bali Nomor 7 Tahun 2009
tentang Porubalian Afas Peraluran Daerah Provinsi
BBal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Davrah Provinsi Bali
Tahurn 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Dacrah
Provires Ball Nomar 7):

Fecraturan Daerah Provinsi  Bali  NMomor 10
Tahun 20182 t{entsng Anggaran Pendapatan  dan
Betangg Semesta Berencana Daerah Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi
Bali Tabun 2018 Nomor 1:

Feraturan Deerah Provinsi Bal Nomor 3 Tahun 2019
tentang Mencana Pembangunan Jangla Menenpsh
Lraerah Semesta Bererncana Prowirsi Bali
Taban 2018-2023 [Lembaran Daeral Provinsi Bali
Tabun 2019 Nomor 3);

MEMUTLISKAN

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman
Miwdal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinty Provinst Bali
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,



KITHIA : Indikaror Kinerja  Utama merupakan  acuan  okuren
kinerja vang digunakan oleh masing-masing unil kega
i Limglaingan Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan
Terpadu Saru Pirtu Provinsi Tab untuk menetapkan
rencana kinesa tahunan, menyampaikan rencana kerja
dan anggaran, menvusun dokumen penetapan kineria,
menyustn Iaporan akuntabilitas kincga serta melakulan
cvaluagsi pencapaian kineda sesgai dengan  dokumen
Fencana  Strategis  Dinas Penanarman Modal  dun
Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu Provins Rali
Tahun 2018 - 20033,

KETIGA Penyusunan laporan skunrabilitus kinerfa dan evaluasi

terhadap pencapaian kinerja dikoorilinesivan oleh setiap

pimpinan bagian/bidang duan disampaikan kepada Kepala

Dinas  Penanaman  Modal  dan Felayanan  Terpadu

Saiu Pintu Provinai Bali,

KEEMPAT : Reputusan ind mulai berlakoy pads tangpal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tangzal 27 Mei 2019

KEPALE TINAS PENANAMAN MODAL
C DANT PELAYANAN TERPADU SATL
FINTL,

L1

PR .?f\x'f‘x:ﬁ:@"'-‘“"' "

+ DEWA ST MANTERA, SH. MH
Pembinadllama Mada
NIP. 19621231 198503 1 192

Kepumisan ini diszmnailan kepads
1. Ketua DPRD Provinst Bali d Denpasar,
2. Inspekiur Provins Bal di Prenpasar,
3. Kepala BPKP Perwaldlan Bali di Den [reaEr,
4. Kepala Bappeda Lithang Provins Bali, di Detipasar.
3. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sctda Provinsi Bali dj Denpasar,
5. Repala Badan Penselols Kevangan dan Aset Daerah Provinsi 2ali
di Penpasar,
7. Repala Bire Hukum dan TIAM Sotda Provingi Bali d: Dengasar (3 eksemplar).
8. Yang bersanglouan antuls diketabng dan melalkzanasnnya,



Indikator Kinerja Utama

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

Periode 2018-2023

Tugas Fokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

‘Warkamy Suber i malacsanckian un e pamerniahan ddand peranaman mada den pelarana toepadd seea vk yang menjed

Mamecrial Pusal duan misabs=arakas LgAa pRin‘srhan soada b

Eang lugeera

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provins! Bali
1 Porarcdss sebizken mkns 2 Bds-p penateman: mads) dan Folnpanan fericu as, pirty var iranfie imeenoroen Provdine:

sminnang Proens, s rralksenaken e cekorsertonl savpai dargar ciasriLknge Sebel SLEsmL wedagnl bilakl

2 Felwssaraen keajatan d) bidang penses-er mady gan arnRz AN Iwpadi Ba00 Pk e menjad keseangae Preyns;
B Peyelggaisn aeminerias Dlas Siang seranraman mcids| @ on averan ta gazla =ala mnty:
4 Papekrggadaan essluns can oxopacan Dies, can
4 Pacywenggaraan Tusi win sang dbenkar okl Cadbssrior <orvak dargan fgas der fungenga
ey - |
RINERJA UTARS aTAL
[} INOIEATS ERJE UTAY FERLIE AL ASINF CER DnT, E T RGN
TUIUA WSAEARAN STRATEGISHASIL LRI i WL HFRSANLA o FENANGGUNG JéinE ks
[DUTZOME)
1. | Meqingkatnya tilsi irezskas! PR dan - Pergentese peningkatar Nilsi HEPR R, MSW Kegala Dinas Penaneman Madal
: Imveslasiornanaman mada! Mad Inesrast i luan sartimgies La0 el e it Phela i
PHON of Pravinel uli di uar sarbagita ilad tala investas| Proviis fal| * wefEc. g i yanan Tempedi Sah
[ | A, Far Fiile Prawirs B
frrvmgmant
Z. Marmigkatiys pelayanan gevizinan dan - Inueks kepiazan niazvarakad = - : Hulelunal yang disi Kepala Dinas Yenanaman Modal
MO AN YANG BepaL, wiakHE, Bhskr, e T PR W il Pestbeny | | eleh pemenon bn | dun Pedayanan Terpacda Sany
wanspare dan akuntabal LA Firtu Provinei Biali
L T
Tutal nila persepri per unseer Jieatal ecdsi okl
sctunrah wnsns vaay dinilal
Pakal wnswr cerse Baiyalomia Linsor vang chitlai aeda
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Al peaibe g bohes vilal rats-coa werimhang dalas
| | Aaling dikuovessilean dosgan nilzd 25
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PERJAMIIAN KINERJIA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemean pemerintahan yang efektif, transparan dan akunta bl serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama  ANAK AGUNG NGURAH OKA SUTHA DIANA
Jabatan . KEPALA DINAS PENANAMANM MODAL DAN PELAYANAN TERPADH SATU PINTU
PROVINSI BALT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Mama < WAYAN KOSTER
Jabatan ' GUBERMNUR, BALT
Sefaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedus

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan farget kinerja yang seharusnya sesual lampiran perjardian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yaik lalah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakiskan supervisi yang diperlukan serla akan melakukan evaluas! terhadap
capaian kinerje darl perjanfian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
permnberian penghargaan dan sanksi.

Bali. 3 Januari 2022
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PERJANITAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINST BALI

TAHUN 2022
Ma | Sasaran Sirategis Indikator Kinetja | Target
B 2 3 _ | 4

1 | Meningkatnya nilai investasi PMA dan | - Persentass peningkatan milel | 4%

PMDM di Provinsi Bali. investasi'pananaman modal di luar
sarbagita

2 | Meningkatnya pelayanan perizinan dan | - Indeks kepuasan masyarakat 875
nor perizingn yang cepat,  efekif, iskora)
efisien, transparan dan akuntabel.




Mo Program ~ Anggaran [ Keterangan |
(Rp)

1. | Pengembangan |kim Penanaman Modal 450.080.316 APBD

2. Promosi Penanaman Modal 458026 986 APBD

3, Pangelolaan data dan sistem infarmasi 17B.361 096 APED
penanaman modsl

4. | Pengendalian Palaksanaan Fenanamean T892 340792 APBD
fodal

& | Pelayanan Penanaman Maodal 1.047.798.138 AFBD

8, | Penunjang Urusan Pemedniahan Daerah 19.830.824.907 AFBD
FProvinsi

|
JUMLAH 22.757.952.235 APBD
I 1

Bali, 3 Januan 2022
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Niherikan Kepada

DPM-PTSP PROVINSI BALI

sabapai
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategari Pelayanan Prima
Lingkup DPM-PTSP Provinsi Tahun 2022

[akarta, & Desember 2022
Muentiri Pendayapunasan Aparator Mepar
dan Belormasi Birokeaxsi

S~ 2~

H. Abdullah Awxvear Anas, M




	c. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
	b. Pembuatan peta potensi investasi provinsi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 365.556.570,00 (tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
	Pelaksanaan promosi penanaman modal dengan melakukan pendampingan pembuatan video potensi investasi daerah, yang dilaksanakan dibeberapa lokasi salah satunya lokasi Pertenunan Sari Jepun di Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung pada tang...

